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LEMSARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKATII MAJALENGKA
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NOMOR 6 TAHUN 1999 SERI 1)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA 9NOMOR : 6TAHUN 199

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I MAJALENGKA

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 1I MAJALENGKA

Menimbang
a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan

kabupaten Derah Tingkat II Majalengka dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 17 Tahun 1994 ;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Neger! Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup
Pekerjaan Umum Daerah, maka perlu penyempurnaan
Organisasi dan Nomenklatur Dinas Perumahan dan

Penyehatan...•......•...2
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Penyebatan LingkunganKabupaten DaerabTlngkatII Naja.lengka ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hUTufa dan
\ b t,ersebutdiatas, per 10 menetapkan kembal i
'Peraturan Daerah Kabupaten Daerab Tingkat II
Najalengka tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Daerab Tingkat II Najalengka.

Mengingat ..
1. Undang-undang NoJl1Or 14 Tabun 1950 tentang

Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jaws
Darat (BerHa Negara Republik IndonesIa Tabun
1950) ;

2. Undang-und.ang Homor 5 Tahun 1974 ten tang Pokok-
poteat Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1974 Nomor38,
Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia
Tahun 1974 NomoI' 3037) ;

3. Undang-undangNomor 8 Tanun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1914 Nomor 55, Tambahan
Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 1974
NOlDOr 3041) ;

4. Undang-undang NomoI' •• Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tabun 1992 NomoI' 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 3469);

s. Peraturan ...•..•..•• 2
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S. Peraturan Pemerintab Nomor 14 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Drusan
PeJRerintahan dalam Bidang Pekerjaaan Umum
kepada Daerab (Lembluan Neg~lra Republit.
IndoRes is Tatmn 1987 Nomor 2S J Tambahan
Lembaran Negara Tabun 1987 NomoI' 3353) j

6. Peraturs.n Pemerintah NomoI' 6 Tabun 1988
tentang Koordinasi Kegiata.fl Instansl Vert ika1
di Daerab (Lemba.ran Negare. Republ ile Indonesia
Tabun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Repub1.lk Indonesia Homor 3353 ) ;

7. Peraturan
tentang
RepubBk
Tambahan
3501};

Pemer in t a,fi NomoI' 24 Tahun
Penataan Ruang (Lembaran
Indonesia Tahun 1992 Homor
I,embaran Negara 'rabun 1992

1992
Negara

US,
NomoI'

8. Peraturan Pemerintah NomoI' 4S Tahun 1992
tentangPenye.lengggo.raan OtonomJ Daerah dengan
Tiffk Berat pads Daerab Tingkat II (Lembal"an
Negara Repubtik Indonesia Tabun 1992 NomoI:' 77t
.Tambahan Lembaran Negara Republ it Indonesia
NOJ'llGr34.S7 } ;

9. Peraturan Menteri. Dalam NegeriNomor 1 Tabun
1987 tefltang.Penyerahsn Pras8,rana .Ut i I itas
Umu,mdan Fa.silitas Sosi.a) Perumahan. kepada.
Pemetintah Daerah t

10& Peraturan •••••••••• 4
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10. Peraturan Menteri Peter-jaan Umum NomoI'
57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyeraban
Sebagian Urusao Pekerjaan Umum kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah
Daerah Tingkat It ;

11. Keputusan Menteri Hegsrs. Pendayagunaan
Aparatur Negal's.Homor 21 Tahun 1990 tentang
Pedoman .dan Proses Pembentuka,n atau
Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan
Instansi Pemerintan Pusat. Per-wakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di
Daerah ;

12. Kepntusan Menteri Negsrs Penda,yagunaan
Aparatur Negara Hamor 2S Tabun 1990 tenta.ng
Pedoman Organisasi dan Tata Laksana ;

13. Keputusan Menteri Datam Hegeri Nomor 39 Tahun
1992 tentang Pedoman Orga,nisasi Dinas Daeran ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tabun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerab dan
Peraturan Daerab Perubahan ;

1S. JCeputusan Menteri Dalam Negeri NomoI' 8S Tabun
1993 tentang Pengundanga.n PeratUl'8,n Daerab dan
stau Keputusan Kepata Daerah Lewat Tenggang
Waktu Pangesaban ;

16. Keputusan ..•.•.•••. 5
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16. Kepotusan Menteri DaJam Negeri NomoI' 80 Tahun
1994 tents,ng Pedoman Organisasi dan 'l'ata Ker js.
Dinas Ling-tup Pekerjaan UmumDaerah;

17. Peraturan Daerab Kabupaten Daerah Ti.ngkat t 1
Majal,engka Nomor 21 Tahun 1994 te'ntang
Perubahan Pertama PeraturanDaerah NomoI" :2
Tabuo 1988 t'entang Kebersiban Keindahan da,ft
Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah
Tinglat II Majalengka ;

18.Perattlran naerah Kabupaten Daerah Tingkat ,II
Majalengka NomoI' 17 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Dinas Perumahan Kabupaten Daerah
Tingkat II Najalengka.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwaltilan Rakyat Daerab

Kabupaten.Da.erah Tingkat II Maja.lengka
M EMOT U S K A N

Meneta.pkan :
PERATURAN DAERMl KABOPATEN DARRAH TINGKAT II
N.A.JALENGKATENTANG ORGANISASr DAN TATA KERJA
DIMAS PERUMAH.AN . DAN PENYE.HATAN 1,INOKUNGAN
KABUPATEN tMERAH TINGKAT I I NA3ALENGKA.

BAS I '" ~ ., 'If •..• 6



KepaJa

Dinas Peruma.han dan. penyebata,n
Kabupaten Daerah Tingkat 11

- 6 ...

BAR I
KETENTUAN UNUM

Pasa.! 1

Datant PeratUT.&D Daerah loi yang dimaksud dengan
a. Daerah ada18b Kabupa.ten Daerah Tingkat 11

Majalengka ;
b. Pemerintah Dael'ab ad,alah Pemerintab Kabupaten

Daerah Tingkat 11 Majalengka ;

c. Bupati Kepala Daerah adalab Bupatl
Daerab Tingkat It Majalengka ;

d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan d8D
Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerab Tingkat
It Majalengka ;

e. Dinas adalah
L ingk,ungan
Majalengk.8 ;

f. Kepa.la Dinse adala,h Kepala. Dlnas Perumaban dan
Penyebatan Lingkungan Kabupaten Daerab Tingkat
II Majalengka ;

g. Cabang: •••••••••••••• 4
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g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana ninas
Perwnahan dan Penyebatan Lingkungan yang
melaksanak.an semus tegiatan dan fungsi Dinas
disatu Wilayah Kecamatan atau beberapa Wilayah
Kecamatan di. lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengta ;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalab Unit
Pelaksana TeknisDinas Perumahan danPenyehatan
Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka yang melakukan sebagian Tugas
Operasional tertentu Dinas di lapangan dan
selanjutnya disebut UPTD ;

i. Kelompok JabatanFungsional adalah Kelompok
Pegawai Negeri Sipil yang diberl Tugas Wewenang
dan Bak secara Penub.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2.

(t) Dinas adalab Unsur Pelaksana Pemerintah Daerab
dibidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

(2) Dinas dipirapin oleh Kepala Dinas yang
dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah.

berada
Bupati

Bagian .... * • •. • •. ••••••.••.•. 8
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Ba.gi.an Kedua
Tugas Pokok.
PaBal .3

Dinas mempunyai Tugas Pokok melaksanakan seba.gian
tJrusan RUI116b Tallgga Daerab dibidang Perumahan dan
Penyehatan Lingkungan dan Tugas Pembantuan yang
ditugaskankepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fungai
Pasal 4

Untuk melaksaDe.kaD tugas potak: sebagaimana
tersebut pada passl 3,Peraturan Daerab ini, Dinas
mempnnyai Fungsi ~
a.. Pelaksanaan teknis operasionat dibidang

perumaban dan penyehatan lingkungaD yang
maliput! survey dan penyuluhan, perumahan dan
penyehatan lingkungan berdaaarkan kebijaksanaafi
Bupati Kepala Daerah ;

b. Pelaksanaan
perumahaD dan
kebijaksaoaan
Barat;

teknis fungsional di bidang
penyehatan tingkungan berdasarkan
Gubernur Kepa.la Daerah I .lawa

c. Penyelenggaraan pela.yanan teknis
ketatausahaan yang meliputi
kepeg8waian dan keuangan.

admin.istrat i f
urusan umum,

BA.B I I I ••••• ••••• ., ••.• .,. 9
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IlA6 III
ORGl'N I,SAS I

Bagi&llPer t sma
Unsu.:t Organis3si.

P8s,~t . 5:

R. Pi.mpinan ~da.lab :g~P8.:tnDitHi$ f .
b. PEu'lJbanttl P.lmpinan adala.ll Sub Ba.giau Tatn. 08~dH.'t';
.c. f'eJat$~:Hl~'ad.arab SeksLt" cnba,flgl)'in£t$ da.n UP'm

strr~4\ Jte 1QmpQk Jabatan. '''11\85ioft.i11 ~

llaai.fl.p Kedua:
. Sual~ntU)Orga.ni86si .

:Pa$li:J6

(1 J QrganiStUI.i Diall.S teriU'.i?i ata.1,j :

1.~Ut\lJ'UU'it...:tmuM ;
2-~" Or.b'.s.an, 1(e.pe.ga;w~,i,11.11 ;,
3...t''tUSBO Keuangan,.

~" $.elt$:t Stu:v-ey dan Peny'uh.dl~membawatdtaJl- ~

1'1- Sub SetfH; Sn~v'ey oero pe-ndat&t\tt:;
:2. .sub &eksi Penyu 1UhliUl ; .
J. Sub Sek..$:i Pemantaullfl "dart :Rvalu.tJ$l .•
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d. Seksi Perumaban,membawabkan ;
1. Sub Seksi 'Perencana.an Teknis ;
2. Sub Se,ksi Bina Pembangunan ;
3. Sub SeksiPengelolaan.

e.Seksl Penyehatan Lingkungan, membawabkan
1. Sub Seksi Perencanaan' Tekn is;.
2. Sub Seksi Pelaksanaan ;
3. Sub Sekai Pengelo1aan dan Pemelibaraan.

f. Cabang Dinas ;

h~ Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Stru1t:turOrganisa,si Dinas- aebagaimana

tercantum dalam fAunpiran Peraturan Oaerah ini
merupakan bag ian yang t idak terpisa.hkan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi,

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pass1 7

KepalaDtnas mempunya.i tugas pokok memimpio,
mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam
melaksanakan sebagian Drusa.n Rumah Ta.ngga Daerah
di bidang perumahan dan penyebatan lingkungan
serta Tugas Pembantuan yang ditugaskao kepada
Pemerintah Daerah.

;Paragraf2 •••••••••••• 11
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Paragraf .2
Sub Bagian Tata Usaba

Pasal 8

(1) Sub BagianTata Usaha mempuo).ai 'rugaa
m.elaksanakan pengelo1aan UrUS8n OmuOl,
Kepegawaian dan Orusan Keuangan..

Pokok
Urusan

(2) Untuk menyeJenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud p.ada ayat (1) pasal ini., Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi t

tl. Pelak:sanaan pengeJolaan urusan umum ;
b. Pelaksanaan pengelolaan UTusa,n kepegawaian ;
c. Pelatsanaan pengelolaan urusankeuangan.

(3) Sub Bagian Ta.ta Usa.ha membawahkan :

a. U.ru san Umum ;
b. Urusan Kepegawai.an ;
e~ UrUS4n Keuangan.

Pasa! 9

(1) Crusan Umummempunyai tugas pakok melaksana'kan
pengelolaan u.rusa.n stuat menyurat t kea.rsipan,
penggandaan, rumab tangga. .adminlstrasi
perjalananDinas dan merencanakan program
kegiatan Dlnas.

(2) Untuk menyeJenggarakan tugas pokok sebaga.imana
dhnaksnd pada 8,ya.t (1) Pasal ini urusan umuln
mempunyai {ungsi :

3. Pelaksanaan •.•••••• t2
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a. Pelaksanaan kegiatan urusan surat menyurat,
penggandaan, kearsipan, kerumabta,nggaan dan
administrasi perjaJanan dinas ;

b. Pemelibaraan urusan perlengkapan,
pemetiharaan tantor dan inventarisasi ;

c. Pelaksanaan penyuBunan program kegiatan
Dinas dan pelaporan ;

d. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan
perpustakaan serta hubungan masyaraka.t.

Pasa l 10

(l) Urusan Kepegawaian tnempunyai tugas pokak
melaksanakan pengelo)aan administrasi
kepegawaian. ketatalaksanaan dan perpustakaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas patak sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) Pasa! ini Urusan
Kepegawaian mempunyai fungsl ;
8. Penyiapan bahan penyusunan rencaoa mutasi,

pembina-an disiplin dan pengembangan pegawai.;
b. Penyiapan bnhan penyusunan pedoman dan

ketatalaksanaan.
Pasal 11

(1) Urusan Keoangan mempunyai
me1aksanakan pengelolaan
keuangan.

(2) UntuK

tugas pokok
administrasi

•...••.•••.•••.•..••. J.3
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(2) Untuk menyelenggar.akan tugas. pokok sebagaimana
dimatsud pada ayat (l)PasaJ ini. Orusan
Keuangan mempunyaifungs i :..

a .. Penyiapan ba.banpenyusunan reneana anggaran
Dinaa ;

b,. Pelaksanaanpengelo1aan admhiistrasi keuangan;

Paragraf J
Seksi Survey dan Penyuluban

Pasal 12

mempunyai tugas
.petunjuk teknis
penyulunanserta

(1) Sets! Survey dan Penyuluhan
pokok meiaksanakan penyusunan
progralasurvey dan pendataan,
pem:antaua.n.
Untuk menyelenggarakan tugaspokoJc sebagaimana
dtmaksud padaayat (1) Pa.sal iniSeksi Survey
dan Penyuluhan mepunyai fungs! :.

'. (2)

teknis

teknis

teknis t.
kondisi

penyebatan

a.l?elaksanaan dan penyusunan petunjuk
kegi atan survey dan penda.taan ;

b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk
kegiatan penyuluhao;

C. PeJs.ksanaall dan J}e.nyusunan petunjuk
pemsutauan dan evaJua.si
petkembangan perumahan dan
llngkungan.

(3) Seks! Survey-dan Penyuluhan membawabkan :
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&. Sub Sekai Survey dan Pendataan ;
boO Sub Sekai Penyuiuban ;
c.. Sub Sakai Pemantauan da,n Evalu.asi.

Pasa! 13

(1) Sub Seksi Survey dan Pendataan mempunyai tugas
pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk
tek:nis pelaksanaan survey danpendataan
program pembangunan dan pengembangan perums.ba.n
da,n penyehatan 1ingkungan.

(2) Untukmenyelengga.rakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud. pada ayat (I) pasal ini Su.b Sakai
Survey dan Penda.taan mempunyaifungsi :
&. Pengumpulall dan pengolaha.n danevaluasi

data basi I anaBsia dan evaluasisurvey dan
pend.ataan ;

b. Penyiapan baban penyusunan petunjuk teknis
peJaksa.naa.n survey dan pendataan program
pembanguna.nserta pengembangan perumaban
dan penyehatan 1ingkungan .•

Pasal 14

(1} Sub Seksi Penyuluban mempunyai tugas pokok
mempersiapkan baban penyusu.nan petunjuk teknis
penyuluban di bidang perumaban dan penyehatan
1ingkungan.>,

( 2) Untut ••••••••••••• t S
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(2) Untnk menye.lenggaraka.ntugas pok:ok sebagaimana.

dimaksud pads. aya.t (1) Pasal ini Sub 'Sekai
Penyuluban ',mempunyai fungsi : '

teknis
kondisi

penyebatan

a. J?engu:mpula,n dan Pengolaban sertaevaluasi
data' kondisidan per'kemba118an perumahan
serta penyebatan lingkungan ;

b~ PenyiapaD bahan penyusunan'petunjuk
pemantauan dan evaluasi
perkembangan, perumahan dan
1ingkungan. '

Pa.s,al 1.5

(t) Sub' Seksi Pemantatian dan Evaluasf mempuny~i
tugas POkOR mempersiapkan'baban penyusunan
petunjuk "teknis pemantauan dan evaluasi
kendi.sf danper,kembanga.n perumaban dan
penyena.tan 1ingkungil.o., '

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebaga.imana
dim~ksud pada Ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi
Pemantanan dan Bvaluasi, mempunyai fungsi :-
&. Pengumpulan dan p.engolahan serta.

data kondisi dan perkembangan
serta penyebatan 1111g1m.ngtm ;

eva.luaai
pe:r~mahan

t'eknis
kond,isi

pe.nyehatan
b. PenYiapan baban penyusunan p.etunJuk.

'pemantauan d,an evaluasi
pericemhangan perumahan dan
Ii ngkungan •

Paragraf 4 .~•••••.••~.16
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,Seks,:t Pet:'umaban:

'Pasal t6

( 1) Sets iPerumaban rn~mpunY,8:i t ttga.s pokok
',meIaksan ak8,fl, ~nYU$u'nan pe tun:Ju:k ,pereft~an,a8,n
teknis1bhlJ\ pembangttnan daD '.pengelQ18an~: "

{2} thltuk .e:ny~l'engg;8rakan tups pakok' sebagnimana
di-mak$u4pada ,ayat {l )Pasa:t. ,ini, Sek$i
N~rumaban'QteillPunya:i '.f\UlgS.i t

a; 'peiak$~:tl,fuui da'np~nyuBunan 'petunjuktek,nis
kegiatll,O"pereitcana,an tekn:is'pet'umabEln ~

b.o Peinksanaa'b dAnpenYUsunan pe't;uoJuk teknis
, "pelftbi,ftaan* pfa'mbanguna.n pettlmahan -;

'e. Pel(iksl1l1-a.M dan pcn.)'usumulpetunju:k teknis
JtetH.at~~ PtJ!llael():l,tsen basil, pe:rObangunaft.

(3) "Seasl' .',per'umahanmembawahkan ,:'" ", .', ,.' _. .

a.' gub setsl Per:enc,anaan Tetnls f
'.b'•. :~ub; Se';k,$.{' Bina. p'e'ml>arA,gu,nan ;
c,. Sub Be.kG! Pengelolaan.

P'$$&1 17

(t.} ,Sub.' S~k.sl'Peretican&anTeltnis ,mempuny a. i- . ,tug:as
po1tokmefDP-ersi.apkan bah.an: p$tunJuk. :t.eknis
kegiat;anperencanaan tekn is pe,rencat1a.an
pemban~nan per'umaba'n.•

(2) Untuk •• ~.•,••••. ~•• ~.17
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(2) Untuk menyelenggaratan tugas pokok seba.gaimana
di.maksud pada aya t (1.) Pasa', in i Sub Sets i
Perencanaan Tekn.is mempunyai fungsi :
8. PengumpulaD dan pengolaban serta evaluasi

dataperencanaanperumahan :
b. Penylapan ballan dan penyus.unan petunjuk

telrnis kegiatan pereneanaan telcoik
perencanae.n pembangunan perumaban dan
fasilitas lingkungannya.

Pasal 18

(1.) Sub Seksi Bina Pembangunan tugas pokok
mempersiapkan ballan petunjuk: teknis kegiatan
pembinaan pembangunan da.n pengembanganperumahan.

(2) Ontuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pads ayst (1) Pasal Ini Sub Seksi
Bina Pembangunanmempunyai fungsl:

a .• Pengumpulan dan pengolahan serte. evaluasi
data hasil pelaksanaan pembinaan
'pembangunan;

b. 1?enyiap&n bahan penyusullanpetunjuk teknis
kegia.tan pembinaan, pene:rt iban dan
pe.ngawasan pembangunan serta pengembangan
perumaban tots,. desa dan perumahan nelay-an.

Pasal 19 •••..••.........••• 1S.
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Pasal 19

( 1) SI1.0 Seeks i Penge lola.an melllpunya i tugas pakok
mempe.r.siapkan ballan petunjuk teknis kegiata.n
pengelotaan perumahan serta fasilitas
lingkungan pemukiman.

(2) untuk menyelenggal'a.kan tugas pokak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pas~l ini Sub Seksi
Pengelolaan mempunyai fungai :
3. Pengumpulan dan Pengolahan serta evaluasi

data hasi 1 pelaksansa.n pengelo1aan
perumahan dan fasilitas lingkungannya ;

b. Petlyiapan ba.lla.n penyusunan petunjuk. teknis
kegla.tan yang mengatur per i j inan
penghunia.n, persewaan 1 peme1ibaraan
prasarana dan sarana perbaika.n perumaban
dan fasi.litas lingkungannya.

Paragraf 5
Seksi Pen}'ehata.n Lingkungan

Pasa1 20

(I) Seksi Penyehatau Lingkungan mempunyai tugas
potok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis
di bidang perencanaan teknist pe.la.ksa.naan
penge 10laftn dan peme Ii haraa.n •

(2) Untuk ••...•.••.••• 19
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(2) Untuk Inenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dlmaksud pada~ a,yat (1) Pasel ini Seksi
Penyellat a.n L ingkunga.n .mempunyo.i rungs i :;:

A. Pela.ksanaan dan penyusnna.n petunjuk
perencana.an telmis pembs ..ngunan .sarana dan
prasarana aLl' be:rsi.h dan penyehatan
.1 ingkungan i '

0" Pelaksanaan dan penyusunan petunJuk teknis
peoyUsnna.n rencana.~ pengawa.san dan
pengendaiian pembangunan dan pengadaan
&arana dan. p:rasara.na air bersih dan
penyebatan Jlngtcungan ;

c. Peiakaailaan dun penyusul18.npetunJuk teknis
[Jenge t()laan dan pemel iharaan sarana dan
prasarall3 air bersih dan penyehatan
.lingkungan.

(3) Seksi Penyehatart Lingkungan, mem"bawahkan :
A. Su,bSek.si Perencanaan Teknis ;:

. b.Sub ,seksJ,pclaksanaan ;.
c .. Slib Sets:!. Pengelolaan dan Pemel ibaraa.n.

(1) Su,b:Seks.i PerencanaanTeknis mempunyai tugas
pokokmempe:rsiap-kan batian penyusun,an petun.iuk
teknls sistem dan bantuan teknis saranadan
p,ftlSat8.na air bersih dan penyebata.n
lingkullgan.

(2} Untuk ••••••.••.•••••. 20
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(2) Untuk. menyelengg,arakan ttigas pokoksebagaiman.a
dima'ksud pada.a.)rat {1} .Pasal iui, Sub 8eksi
Pe;rencEil;naan Teknis mempunj'ai fungs! ;

a,.Pengumpul an dan pengo t sbim serta eval uas i
.l:ebutttha.n .. pras~-rana dan saranll ai:r be,rsib
serta sistem penyebatan lingkungan

b. Pe.nyiap~nbahan penyusunan petun'juk teknis
pe:reJ}canaan t.ekf'ds sar ana da.r~ pl'l'i8I1r.ana. -air
herein dan, penyel1a,tan Hngku:ngan.

(1) Sub .seksiPel~k8ana.an mempunya.i tug-as pokok
mempel'siapa1r.an ba.ha.n penyusuoan pe.tunjuk
pelaksanaan p.e:ng.awas~n dan 'pengendaUan ~.dan
bim\)ingan penga.daao peraJatiut .a,ir bersih dan
peD~rebatan U.t'lgkunga.n.

(2) lJntuk menye t,enggara1ta.n. t uga.s pokOk sebagaimana
dimaksud pads a)'at (t) Pasa.I ini Sub Sets!
Pelaksanaan mempunyai fungsi ;

evaluasi
bimblngan
pengada.&fi'

da,n . pengo laban d.an
pengawasan dan

pe'mbaogl1ilan dan

a. Peng-umpul I}.n

data has.i 1
. pelaftsana.an .
per&la.t~"l.n;

b" Penylapanbalmn dan penyu.sunan petunjuk.
tek.fJis pelaksanlll.ln, penga\vaP.Jan dan

'pengendal ia.n pembaugunan dan bimbingan
pengadaa.n pera.Ja.tan air bers.ih dan
penyeha.t an 1ing.1tunga.n •.

Pasal 2.3 • '•.••..•..•.•.••.•.•.• 21
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Pa~taJ. 23

(I.) Sub Seksi PengeloIa.an dan Pemel ibaraan
mempunyai tugas pekok mempersiapkan bahan
pen:ruuunan rretunJuk tekni IS p.engelolaan dan
pemeUbaraan sara.na dan pras.ar.ana air bel's ib
serta pen)reha.tan I ingkungan.

(2) Untuk menyclenggarakan tugaa pokok sebagaimana
di maksud pu(la aya t (1) Paso.1 1n i , Sub Sek.si
Pengel.r,lEutJ), dan Pemeliharaan memlmnyai fungai:

8.. Pengumpuhm dan pengolaban serta evaJuasi
data hasi 1 pange 10Iaan dan pemel iha,ran
BaFnos dan pcasarana air beraih serta
penyehatan ling1cungan ;

b. Penyiapan baban dan penyRsunan petunjuk
pengE';tolaan dan peme! ibaran 58:rana dan
prana,rani\. air bel's ih dan penye.batan
lingkungan.

Paragraf 6
Cabang Dina.&
'Pasa) 24

Pembentuka.n Organis.as.i dan Tata Ker jn Cabang Din.as
serta .pengaturan lebfh lanjut nknn ditetaptan
dengan Pe:r.aturan Perundang-undangan tel"sendiri
se:rtamendapat pcrsetnju.an Menter! Da.lam Heger] •.

Pa,ragraf •••••.•... '••••• :22
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Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 25

Pembentukan Organisasi dan.Tata Kerja UPTD
pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan
Peraturan perundang-undangan tersendiri
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Dalam Negeri.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian .kegiatan dinas
serta profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam
melaksanakan pokoknya bertanggung jawab kepada

.Kepala Dinas.
Pasal ').7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini terdiri
atas sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam berbagai
ke lompok sesuai deng.an bidang keahl iannya.

(2) Setiap Kelompok Tersebut pada ayat (1) Pasal
Inl, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk diantara tenaga
fungsional yang ada dilingkungan Dinas.

(3) Jumlah .•.......•... 23
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(3) Jumlah ..Jabatal1 FungaionaJ. sebagaimanadimaksnd
ayat (l) Pase.l :ini.,d i tentuknn sl fe,t f jenis,
kebutuhan dan "eban kerja.

(4) Jenis daIl jenjangJahatan Fungsional tersebut
pada l1}rat (1;) Pasa} ini diatur sesuai deng-an
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .•

BAB. JV
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

PasaI 28

(1) Hal-hal yang menjadi tuga.s pokok
merupakan satu kes8.tuan yang satu sama
tidakdapat dipisahkan.

(2) Pelaksana.8.11 Fungsi Dinas sebaga:i pelaksa,na,
Pemerintah Daerab di bidang Perumahan dan
Pe.nyeba.tan Lil:lgkungaJ'l, kegiatst1 operasionalnya
diselenggaraJtan oleh seksi. t Cabang Dinas dan
iJPTD menurut bidan!l tugas masing-masing.

(3) K.epa.l.a Dinas Bait Taktis Operasional maupun
Tekn is Administrat i f berada dJ.bllwah dan
bertanggung jawa.b kepada Bupatj Kepala Daerab
dan dalam melaksana.kan . tugas pokoknya.
menyelenggarakan hubungan fungsiooal dengan
Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

(4) Setiap ••••.••.•.•• 24
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(4} S~t.i,ap pi alp bu\n. ~at'Qaft orga.nis&si 4i
1.isgtungau f}i;fUU} ;fJatamme l.ak&anatan, ttl'gl1lSioya,
W8.j ib .aoetaJikJiUl prins ip koota jnas i '"
integrasi, lSinkronhuud. d.&nsi,mpl ikasi;.

(5) Setia.p p1mpinsD satoan o.rgani.s't1,$i tUH,f}.gk'Uftgan'
J)inaswaj fb memhttp'in dan mem'be:rtkall bimbin,gs,n
s$rta p.etunjuk p:ehd:.sanaan, tuga,$tepada
bawf),tum: ~ ~

Bil,glaJi.Keduapelaporan
Pasat 29

liepata nltU'M~W$j ib membe:rikan lapOl'all t>fl.nta"lg.
'peI6,t:Stu':Ban t ugas pokQ'knya secara te,'I'''a tur,.
jets,s serta.t;,epa"t p~da wal!:tu1n,ra t'.:e.pada Bupat i
~e'pafa »a-er~b •.

Set heel' pi •.ph~fUl satu4n organ:is8;si di
U,D,Bbuf{;Sn f.Hfhl$ lIla,jib meftgi.tutid.an -..m~tubi
p(:t'U'ftjut d,afj b~:rtar~ggung j.6~1ab k:~p.ada
ata$anoytl ftui,sil'lg-m.3.st,ng sert;;q, ff}~mberikag
t3,pO~an tepl.tt paOO waktnnys..,

(3) Set ia,p lapora"-i )'"&ftg df teT ima oleh, ph<lpinlU'l
$at~.an o01'gan' s$s:ida:r i bswaban ~ waJib tHoJ&h
dan dipergunaktu"j set)agai tudl:$n pertimbangan
leblb 'lan,iut dan ontut melDberi,kan petufl.ju'k,
kepada ha:wabfUl •.

(4)pel1gaturan mengenc,j Jellis ls.pt)r.a,n
penYf.WIf)a.'ianft)\'il!i" berpedom'tin kep&da
Pe t"llDdang'-uooallga,D y:ang bel' 10t1).,

,dan, C:fU'R.i
,Peratu.ran
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n.gitm Ket i..ga
Sa I .'ewat.ll..i
P8$al 30

(1) Datam
Uinas
Usaha.

bat Kepata DhulS berhaJangan, Kepala
dapat lJfenunj:nk KepaJa. Sub naglan T:a:ta

(2) DaJ81\J bal Kepala: Sub
bethalaI1gan., .aka Keps.la,
Sets! berd~$37.tan
kepangtatannyo. "

Bagian Tata tfs.atra
Dinas aenurdult KepaJa
seniorita.s dan

DAB V
KEPnGAWAtAN
'PaGnI 31

(J} k~paJa l)huHi diangtat dan dib~r1\ent ita" . ol,eb
(}ube:rnur Kepala f)aerah Tingtat J Jawa Bar-at
6,tO,S ulSul 'Bop.8.ti .Kepala Daerah.

(2) iCep.fa Dinas
ja1.\'lt.b dal3m
kebl jatsanSf\'ft
Kepegawaian.

bertewaj tban d3.n bertanggung
mempersiaptsn bahan t4flcanBan
6\lpat i Kepa 1& Daeesh die bi.dang

Pejt\bat-pejabat lainnya di
diangkat dan diberbenUkan
betwena.ng se-sua! Peraturan
)'tlmg bertait:u.

lingtungan Dlns$
oleh Pejabat yang
Perundang-uniJaogan
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BAB VI
PJ1MBIA:iMN
Pastil,l 32:

PembiaY6SD; ,Di,nl'J$ beJ',as&.J dlur:i Anggalf.'ftn Pend:apatan
dan Bell)U1Ja DacJt.ti,b Itabttpaten 1).aer,fA,n T:in.gtat fl
Ma.j:a:1engka ,~ai)penel' i$aan su.bert,a hl )tan,g SaIl.

DAB VJI
KiitrEffl'OA,N PiEr~trrUP

p.a$st 3'3,

Bah-hal y~,ngbelum euku'p diat.utd~lam Peratul'a~
Dae:rall iui sepanjull& i1ren:,genai, teknis:
l'etatsana,tlDflya ":U.atllJt i,ubib ,1t!.nj'tJt oteb iBupati
i::ep:ala, D'Je'I'I;d'l ~

')e.nga'O: bel" i,akuny'.. P:ara'turan ,Dtl€,;I;'ah ini m:aka
Per{jt:nl'an naer~,h i'~bttpatetJ Da,e,ra'l Tingle,st II
Na,Jaletlgt:a N:CllOt, Hi Ttthtlll 1994dinyatak,8;n tidalberlakn~

Pa~ull ,3S

:P~l'8.turan Dae:tab lIJimuhd, befJaku sela'it tatlgga:l
d}U1HJ.angke:n.

J
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Agar setiaporang dapatmengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkoElnnyadalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Ma,jalengka.

DDAt PElfAlIf.d fAInT nABlAa
lAB\JPA1EJI DAElAJJ tlJGUT J1

IAJAtE5Gt.A
btu,

Ca,. T,t.cl

Ilrs.B,If.tOSASIB SJroUJtro

Ditet.pitll di :.I.jaiugh
Plda fnual i UPepTurj 19'9,

Bt1PAtI IEPAt.! UAHUlI ttlGrA! H
J A J AtE B G 1 A

Ctp, T.Ld

Pi. TutII IIAIA'l1 AJlAl.S1l

Peraturan Daerab ini disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat 1 .1awaBarat dengan Burat Keputusan
Tanggal 5 Juli 1999, Nomor 188.342/SK.692-
Huk/1999.

• Diundangkan dalam Lemba.ran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Tanggal 12 Julf 1999 NomoI'
6 Tahun 1999 Seri D.

SEKRETARIS WILAY DARRAH TINGKAT II
NAJA ENGKA

~

Ik.s .ft. $OF¥AN SAFARI HAMIMPembina Tiflgkat I
Nip 010 054 107



STRUKTUR ORGANISASI DINAS LAMPIRAN
PERUMAHAN DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN DAERAHTINGKAT II MAJALENGKA _

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA
Nomor 6 Tahun 1999Tangga 1 24 Pebruari 1999
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERUMAHAN DAN
PENYEHATAN . LINGKUNGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAJALENQKA

KEPALA
DINAS

I
SUB BAGIAN
TATA USAHA

I I I

URUSAN URUSAN URUSAN
UMUM KEPEGAWAIAN KEUANQAN

I I I

SEKSI SEKSI SEKSI
KELOMPOK SURVEY DAN PERUMAHAN PENYEHATAN
JABATAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
FUNGSIONAL I I

I SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
- SURVEY DAN - PERENCANAAN - PERENCANA-

PENDATAAN TEKNIS AN TEKNIS

SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
- PENYULUHAN - BINA - PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN
SUB SEKSI

'-- PEMANTAUAN SUB SEKSI
& EVALUASI - SUB SEKSI - PENGELOLAAN

PENGELOLAAN & PEMELIHA-
RAAN

I 1

I CABANO DINAS I UPTD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

M A J ALE N G K A
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I
M A J ALE N G K A

Drs.H,M.KOSASIH SUGIANTO
Cap. T.t.d Cap. T.t.d

iji.TUTTYHAYATI ANWAR. 5H
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